
FEMERINTAH KABUPATEN DAERAH T I N G K A T H PACITAN 

FERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH XINGKAT n PACITAN ; 
NOMOR 14 TAHUN 1998 

\ '• TENTANG 
i 

PAJAK FENERANGAN JALAN 

; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG M A H A ES A 
BUPATIKEPALA DAERAH TINGKAT H PACITAN 

i 

Meaimbang : a. babwa aebubun^ dengan ditet^kannya Undang-undang Nomor IS Tahun 
1997 tentang Pajak Dannh dan Retribuai Daerui, maka Feraturan Daerah 
Kabiqialen Daemh Tiogjkta H Pacitan tentang Pajak Fenerangan Jalan perlu 

' diae&uaikan; -

'. b. bahwa unhdc m9ksudterflebutpadahurufa,perlumengatur ketentuan tentang 
Fqjak Feneraogan Jalm dalam suatu Feraturan Daerah; 

Mengingat : I.';Undang-und3DgNomor 12 Tahun 1950 teiUaogPembenmkanDaerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 

• i 
. 2. Undang-undangNomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokokPemerintahandi 

Daerah ^.enubaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lend>aran 
, Negara 3037); . 

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Fidana 
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tanm^tan Lembaran Negara 

• Nomor 3209); 

4. Undang-undmg Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian 
Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tatwt 1997 Nomor 40, Tand>ahao 
Lembaran NegaraNomor 3684); 

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang P^ak Daerah dan Retribuai 
- .Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

NegaraNomor 3685); 

6. Undang-undang Nomor 19 Tahim 1997 tentang Penagihan P^'ak dei 
Surat Pakaa (Lembaran Ne^ra Tahun. 1997 Nomor 42, Tamb 
Lembaran NegaraNomor 3686) ; 

7. Feraturan Femerintah Nomor 19 tahun. 1997 tenteng P^ak Daerah 
(Lembaran Negara Talum 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3691); , . 

8. 'Keputuaan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Benluk 
Feraturan Daerah dan Feraturan Daerah Penibahan; 

• , i , . " "• . ' 

' • 9. Keputuaan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang 
; Pengundangan Feraturan Daerah dan atau Keputuaan Kepala Daerah Lew^ 

' Tenggang Waktu Pengeaahan; 

10. Kepiduam Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman 
: Tata Cara FemungulanP^ak Daerah; 



ll.Keputusaa Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata 
CaraFemeriksaan di BidangF^ak Daerah. 

12. Feraturan Daerah Kabtqialen Daerah Tingkat H Pacitan Nomor 7 Tahun 
1988 tetUaog FetQ îdik Fegawai Negeri Sipil Diliqgkungan Femerintah 
Kabi^alen Daerah Tin^cat n Pacitan. 

Dengan Persetujuan 
Pacitaa Dewan Ferwakilao ' Ral^at Daerah Kabiqialen Daerah Tin^cat n 

M E M U T U S K A N 

Meoet^kan FERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT H 
PACITAN TENTANG PAJAK FENERANGAN J A I A N . 
} . 

B A B I 
; KETENTUAN U M U M 
; Pasal 1 

Dalam Feraturan Daerah in! yang dimaksud dengan: > 
a Daeridi,adalahKabiqiatenDaerahTin^catnPacitaa; 

Femerintah Daerah, adalah Femerintah Kabiqiaten Daerah Tingkat I I 
Pacitan; 
Kepala Daerah, adalah Bupatl Kepala Daerah Ttn^mt H Pacitan; 
DFRD, adalah Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat n Pacitan; 
Dinas Fend^atan Daerah, adalah Dinaa Pend^atan Daerah Kabupaten 
Daerah Tingknt n Pacitan; 
Perusahaan Listrik Negara yang selanjutoya disingkat F I N , adalah 
Perusahaan Listrik Negara (Persero); 
P^ak Fenerangan jalan yang selanjutnya disebut pajak, adalah pungutan 
Daerah atas penggunnnn tenaga listrik; 
W^'ib F^ak. adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan 
listrik dan atau peogguna tenaga listrik; 
Surat Pemberitahuan P^ak Daerah yang selanjutt^ disingkat SPTFD, 
adalah surat yang digunakan oleh Wa^ib Piyak untuk mel^orlmn 
penghitungan dan pewaayarm Pajak yang terutang menurut peraturan 
Perundang-undangan yang nerlaku; ' 
Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutoya disingkat SSFD, 
adalah surat yang digunakan oleh W^ib p^ak untuk melakukan 
}emb^aran atau pei^etoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau 
ceten^at lain yang ditetf^kan oleh Kepala Daerah; 

, Surat Ketet^an P^ak Daerah yang selanjutt^a disin^cat SKPD, 
adalah Surat Keputusan yang menentukanbesamyajumlah pajak yang 
terutang; 
Surat Ketetapan F^ak Daerah Kurang Bt^ar, yang selanjutnya 
disingkat SKPDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan 
besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit p^ak, jumlah 
kekuraogan pembEyaran pokok pajak, besarnya sankst aatnmistrast dan 
jumlah yang masih hams d ib^ar ; . • 
Surat Ketetapan P^ak Daerah IQirang Bayar Tambahan. yang 
selanjuti^a disingkat SKPDKBT. adalah Surat Keputusan yang 
mener^ukan atas jumlah pajak yang telah ditetEq)kan; 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih B^ar. yang selanjuti^a disingkat 
SKFDLB, adalah Surat Keputusan yang menentiJcan j u m l ^ kelebihan 

. pemb^aran pajak karena jumlah lo-edit pajak lebih besar dari pt^ak 
yang terutang atau tidak sehanisnya terutang; 

b. 

c. 
d. 

e. 

8-

i . 

J 

1. 

m. 



0. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihi l , yang selanjuti^a disingkat SKPDN. adalah Surat 
Keputusan yang; menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah 
kredit pajak, atau pajak tidak terutang mintidakadakreaitpajak; 

p. Wilayah Dan^h. adalah wilt^ah adminlstrasi dalam Kabiq)ateD Daerah Tingkat n Pacitan; 
q. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

i B A B n 
; NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK 
i Pasal 2 
i ' , 

(1) Dengan nama Pajak Fenerangan Jalan dipungut p^ak alas setiap penggunaan tenaga 
Iistnk; ; 

• ' • • i 

(2) Obyekpajakadalahseti^penggimaantenagaListrik; 

(3) Subyek Pajak, adalah orang pribadi dan atau badan yang menggunakan tenaga listrik; 

(4) Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ^ a t (1) Pasal ini adalah tenaga listrik yang 
berasal dari P I N maupun bukan F I N ; 

Pasal 3 . 

Dikecualikan dari obyek pajak, adalah: 

a. Penggunaan tenaga listrik oleh iostansi Femerintah Pusat dan Femerintah Daerah; '• 
* 

h. Penggunaan tenaga listrik pada tenqiat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, 
penvakilan astng dan lembaga-lembaga intemasional dengan asas timbal balik 
sebagaimana berlaku untuk paj ak negara; 

c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan P I N dengan k{q)asita8 dibawah 220 
Volt Ampere; 

d. Penggunaan tenaga listrik yang digunakan untuk tempat ibadah. 

: B A B in 
; DASARPENGENAAN.TARIP DAN CARA 

PENGHITUNGAN PAJAK 
i Pasal 4 

(1) DasarPengenaattFajakadalahNilaiJualTenagaListrik; 

(2) NilaiJual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ^ 8 t ( l ) pasal ini ditet^kan: •• 
. I 

a Dalam hal tenaga listrik berasal dari P I N dan bukan F I N dengan pembayaran, nilai 
jual tenaga listrik adalah besarnya tagihan b i ^ a penggunaan listrik/rekening listrik; 

b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan F I N dengaa tidak dipuiigut bayaran, nllai 
jual tenaga listrik dihitung berdasarkan k^asitaa tersedia dan penggunaan' atau 
takfiiran penggunaan listrik serta harga sahian listrik yang berlaku diwi l^ah Daer^; 

(3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada mat (2) luiruf b pasal ini ditet^kan 
oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku 
dtwil^ah Daerah; 

Pasal 5 

Tarip Fajak ditetapkan sebagai berikut: . 

a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari P I N , bukan untuk industri sebesar 10 % 
(sepuluhpersen) ;̂  



b. Feoggunaan tenaga Hstrik yang berasal dari PLN, untuk industri sebesar 7 % (tujuh 
persen)', • 

c. Penggunaan tena^ listrik yang berasal dari bukan PLN, bukan muuk industri sebesar 7 *A 
(tujuh persen); | 

d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, untuk industri sebesar 10 % 
(sepuluh persen); - f-

' ' " ^ ' - . - - -

- J Pasal 6 ^ / 
f . - • - , 

Besarnya p^ak yang terutattg dihitung dengan cara mengalikan Tarip F^ak fiebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 
Peraturan Daerah ini J ', 
.' " " t • - •" 

•i • • ". : 
f . B A B I V 
i WILAYAH PEMUNGUTAN 
E Pasal 7 

. • E " •' ' • 
Pajak yang tenilar^ dipungut di Wi l^ah Daerah \ •' • • 

* . • • 

' B A B V 
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN , 
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAICDAERAH 
: . Pasal 8 

Masapajak adalah jan^a waktu tertentu yang lamai^a ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai 
dasar untuk menghitung besarnya p^ak t e n j t ^ 

Pasal 9 " 

(1) Tahun pajak, adalah jmtgka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecualt bila w^ib 
p^ak mer̂ ggunakan tahun buku yang tidm; sama deitgan tahun takwim. 

(2) F^ak terutang dalam masap^ak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik. 

j Pasal 10 

(1) Set i^W^ib Pajak bukan PLN w^'ibmengiaiSPTPD; • 
' *• . If 

(2) . SFIFD wajib pajak PLN adalah rekening listrik yang dikeluarkan oleh PLN pada bulan 
yang bersan^aftan; . 

c - • • 

(3) SPTFD sebagaimana dtmaloiud pada ayat (1) pasal ini harua diisi dengan jelas, benar dan 
lengk^ serta ditandatangani oleh Wejib Pajak atau Kuasarrya; 

(4) Bentuk, isi dantata cara pepgisian SFTPD sebagaimana dimaksud pada ^ a l (1) pasal 
ini ditetapkan oleh Kepala Daerah. ^ 

B A B V I 
TATA CARA PENETAPAN FAJAK 

Fasal 11 

(1) Berdasarkan SFTPD sebagaimana dimak&ud dalam pasal 10 ^ a t (1) Feraturan Daerah 
ini, Kepala Daerah menel^kan Pajak Terutang dengan Menerbidmn SKPD; \ 

(2) Apabila SKFD sebagaimana dimaksud pada ^ a t (1) pasal ini tidak atau kurang dibayar 
setelah waktu paling lama 30 (ttgapulidt) han sejak SKPD diterima, dikenakan sankst 
admintstrasi benipa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengaa 
menertitkan STPD. . . 



Pasal 12 

(1) Wajib pajak yang memb^ar sendiri, SPTPD digunakan untuk menghitung, 
men^eduhingkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang; 

(2) Dalam jaqgka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat tenitangi^a pajak, Kepala Daerah 
d^at menerbitkan: 

a. SKPDKB; ! 
b. SKPDKBT: ; 

(3) SKPDKB sebagaimana dimal^d pada zyat (2) pasal ini huruf a ditetbitkan: ; 
• 

a Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain p^ak yang tentang ttdak 
atau kurang dib^ar, dikenakan sanksi administrasi benma bunga sebesar 2 % (dua 
persen) sebulan dihitung dari p^ak yang kurang atau terlambat dib^ar untuk jangka 
waktu paling lama 24 (dua pulidi enqial) bulan dihitung sejak saat terutangnya 
pajak. ! 

b. Apabila STPTD tidak disanq>aikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah 
ditegur secara tertulta, dikenakan sanksi adminnistrast benipa bunga sebesar 2 % 
(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang toirang atau terlambat dibs^ar unUik 
j a n ^ w a i m i paling lama 24 (dua puli;h empat) bulan dihitung sejak saat tenitangnya 
pajak. j 

c. Apabila kewajibao mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung 
secara Jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi ben^a kenaikan sebesar 25 % 
( ^ p u l u h lima persen) dari pokok p^ak ditambah sanksi administrasi benqia bunga 
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pmak yang kurang atau terlambat 
dib^ar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh ewpaL) bulan dihitung sejak 
saat tenitangnya paj ak. 

i , • . 
(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ^ a t (2) hunif b Pasal ini diterbitkan apabila 

r ditemukan data baru atau data yang semula betum teningkap yang mei^ebabkan 
peoambahan jumlah pajak yang tenitang, akan dikenakan sanksi adimnistrasi benqia 
kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) darijumlahkekuraoganpajaktersebuL [ 

B A B V n 
i TATA C A R A P E M B A Y A R A N D A N 
; P E N A G I H A N PAJAK 
; Pasal 13 

(1) Pembayaran pajak hams dilakukan sekaligus dan lunas; 

(2) Pembayaran p^'ak dilakukan di Kas Daerah atau ditenqiat lain yang ditunjuk oleh Kepala 
Daerah sesuai waktu yang ditentukan; 

(3) Apabila pemb^aran pajak dilakukan ditenqial lain yang ditunjuk, basil penerimaan pajak 
hams disetor ke Kas D^rah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang 
ditentukan oleh Kepala Daerah. 

(4) Pemb^aran Pajak bukan PLN dilakukan dengan menggunakan SSPD. 

1 Fasal 14 

Bentuk, Jenia dan ist formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah 
ditet£f)kan oleh Kepala Daerah. 



i 
' B A B v m 

K E D A L U W A R S A 
Fasal 15 

i 

(1) Ilak untuk melakukan penagihan pajak, kedaliiwar&a setelah melampaui jangka waktu 5 
(lima) tahun teihi^ng sejak saat tem^ngnya p^ak. kecuali ^abi la wajib p a j ^ 
melakukan tindak pidanadibidangperpajakan Daerah. 

(2) Kedaluwarsa penagihan paj ak sebagaimana dimaksud pada ̂ at (1) teilangguh ̂ a b i l a : 

a Diterbitkan Surat Teguran atau Surat Faksa, atau; 
b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung. 

I B A B I X 
KETENTUAN PIDANA 

t Pasal 16 

(1) Wajibpajak yangkarena kealpaamwa alauseogajatidak mei^anqiaikanSPTPD atau 
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampiikasi keterangan yang tidak 
benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana sesuai dengan ketentuan 
peraturan Femndai^-undangan yang berlaku. 

i ' 
(2) Tindak Ptdana sebagaimana dimak&ud pada f^at (1) pasal mi adalah bersifat 

pelanggaran; ; 

! B A B X 
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP 

! Pasal 17 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat U 
Pacitan Nomor 15 Tahun 1993 tentang P^ak Fenerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkta n Pacitan Nomor 2 Tahun 1996 Seri A Tanggal U Juli 1996) dan segala 
peraturan pelaksanaanoya dinyalakan dicabut dan tidak berlaku lagi. I 

Pasid 18 
> L 

i 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
t 

Agar siqiaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempalan dalam Lembaran Daerah Kabtqiaten Daerah Tin^at I I Pacitaa. 

Ditetapkan dt Pacitan 
padatanggal 17 Juni 1998 

1 
i 

i 
! 
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X 
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\ 

i f 



P E N J E L A S A N t 
A T A S 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT H PACITAN f 
( NOMOR 14 TAHUN 1998 

TENTANG 

PAJAK FENERANGAN JALAN 

L PEN.JELASANUMUIM 

Dengan telah berlakui^a secara efektlf Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian atas 
Peraturan Daerah-Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I I Pacitan yang mengatur 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Pajak atas se t i^ penggunaan tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listik 
Negara, selama ini dipungut berdasarkan Feraturan Daerah Kabiqiaten Daerah Tingkat I I 
Pacitan Nomor IS t^un 1993 tentang Pajak Fenerangan Jalan, sedangkan penggunaan 
tenaga listrik yang berasal dari bukan Perusahaan Lislnk Negara belum dikenai pajak. 
Untuk itu dalam rangka pei^esuaian terhadap ketentuan Perundang-undangan yang baru, 
Peraturan Daerah tersebut perlu dicabut dan menetapkan kembali Peraturan yang mengatur 

Dalam Peraturan yang baru ini. obyek p^ak terdiri alas penggunaan tenaga listrik 
yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara dan bukan dari Perus^aan Listik Negara. 
Dengan Ketentuan tersebut dtmaksudkan untuk mendorong masyarakat untuk mengben^ 
penggunaan tenaga listrik serta meningkatkan pendapatan asli daerah dari seklor p^mL 

pengenaan pEjak Fenerangan Jalan. 

n . PENJELASAN PASAL DEAD PASAL 

Fasal 1 dan 2 t 
Fasal 3 huruf a 

Cukup jelas; ; 
Kantor ABRI termasuk pengertian mstansi PemeriMah Pusat 

huruf b dan c Culoq} jelas; 
Qikup jelas ; Pasal 4 a/d 15 ! 

Pasal 16 ^ a t ( I ) : Ketentuan Perundang-Undangan Yang dimaksud adalah 
ketentuan Perundang-Undangan tentang Perpajakan; 

: Culo^jelas; 
: Cukup jelas; 

ayat (2) 
Pasal 17 dan 18 


